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ABSTRAK 

Naqi Shiddiq, (2025):  Pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang Syarat Bagi 

Suami yang Melakukan Ruju’ dalam Kitab al-Fiqh al-

Islami wa Adillatuh.  

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran Wahbah az-Zuhaili terkait 

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami dalam melakukan ruju‟ setelah 

terjadinya thalak raj'i. Ruju‟ merupakan hak suami dalam Islam selama masa 

iddah, namun tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Wahbah az-Zuhaili 

menekankan bahwa rujuk harus memenuhi ketentuan tertentu, antara lain niat 

yang sah dari suami untuk mengembalikan isterinya ke dalam pernikahan, serta 

tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam rumah 

tangga. 

Penelitian ini membahas dua hal utama: (1) bagaimana pemikiran Wahbah 

az- Zuhailiy didalam kitab al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu tentang syarat bagi 

suami yang melakukan ruju‟ dan (2) bagaimana istinbath Wahbah az-Zuhailiy di 

dalam kitab al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu tentang syarat bagi suami yang 

melakukan ruju‟. Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui 

bagaimana pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang syarat bagi suami yang 

melakukan ruju‟. Kedua, untuk menjelaskan istinbath hukum Wahbah az-Zuhailiy 

dalam menetapkan syarat bagi suami yang melakukan ruju‟.  

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka normatif (library research) 

dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jenis data yang digunakan adalah 

data kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tinjauan pustaka 

dengan membaca dan menganalisis buku-buku yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, 

dan pengambilan kesimpulan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.  

Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya syarat ruju‟ menggambarkan 

perhatian yang besar terhadap pentingnya niat dan kehati-hatian dalam 

melaksanakan syariat. Ruju‟ yang sah harus dilakukan dengan niat yang jelas, 

baik dalam ucapan maupun perbuatan, dan ini sejalan dengan prinsip Raf‟ul Haraj 

wa Tahqiqi at-Taysir yang bertujuan untuk mempermudah proses syariat, tanpa 

mengabaikan keadilan dan ketertiban dalam rumah tangga. Dengan demikian, 

wahbah az-Zuhaili memberikan kerangka yang lebih praktis dan realistis dalam 

pelaksanaan ruju‟, yang sesuai dengan kondisi nyata suami-isteri dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

Kata Kunci: Wabah az-Zuhailiy, ruju‟, Syarat ruju‟ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan adalah pondasi masyarakat. Setiap gerakan dalam 

kehidupan dan masyarakat secara pokok bertopang pada masalah perkawinan. 

Allah SWT menghendaki memberikan jaminan kedamaian dan kebahagian 

terhadap makhluk yang dia berikan kemulian. Dia menghendaki keselamatan 

wadah tempat lahirnya manusia setelah perkawinan. Dan Sayyid Sabiq 

mengatakan, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada 

semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh tumbuhan. 

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi 

manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya 

setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam 

mewujudkan tujuan perkawinan.
1
 Allah SWT tidak menjadikan manusia 

seperti makhluk lainya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan 

berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan 

martabat kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan 

martabatnya, sehingga hubungan antara laki laki dan perempuan diatur secara 

terhormat dan berdasarkan saling meridhoi, dengan upacara ijab qabul sebagai 

lambang adanya rasa ridha-meridhai dan dengan dihadiri dengan para saksi 

yang menyaksikan bahwa pasangan laki laki dan perempuan itu telah saling 

                                                           
1
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, alih bahasa Moh.Thalib (Bandung: al-Ma'arif, 1990), Cet. 

Ke-1, h. 7 
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terikat, bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri 

seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar 

tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak secara 

seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah 

naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang natinya 

menumbuhkan tumbuh tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik 

pula.
2
 Dan  di dalam Al quran di nyatakan bahwa hidup berpasang pasangan, 

hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah SWT termasuk 

manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Az-Zariat {51}ayat: 49  

 ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيِْْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُوْنَ ﴾ 
 

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang pasangan 

supanya kamu mengingat akan kebesaran Allah swt”.
3
 

 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kami menciptakan dua jenis 

atau dua macam yang berlawanan dari semua makhluk laki laki dan 

perempuan, jantan dan betina, manis dan pahit, langit dan bumi, malam dan 

siang, matahari dan rembulan, daratan dan lautan, terang dan gelap, iman dan 

kafir, mati dan hidup, baik dan jelek, sengsara dan bahagia, surga dan neraka, 

bahkan ketentuan ini juga berlaku dalam dunia binatang dan tumbuhan.  

Di dalam undang undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 2 

dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria 

dengan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk 

keluarga, rumah tangga, yang bahagia dan kekal berdasarkank Ketuhanan 

                                                           
2
 Ibid., h. 8 

3
 Kementrian Agama RI, Mushaf Syamil al-Quran, h. 522 
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Yang Maha Esa.
4
 Pencantuman kata kekal dalam definisi diatas 

mengindikasikan bahwa perkawinan itu terjadi hanya sekali dalam hidup, dan 

tanpa disadari menegaskan bahwa pintu untuk terjadinya perceraian telah 

tertutup.  Wajar saja jika sala satu prinsip perkawinan itu adalah mempersulit 

perceraian. Namun demikian, meski dalam Islam percerian adalah sebuah 

keputusan yang menyakitkan bagi pasangan suami dan isteri. Perceraian juga 

merupakan sebuah hal yang halal namun di benci oleh Allah SWT tetapi tidak 

berarti Islam menutupnya. Tetap terbuka peluang untuk bercerai selama 

didukung oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat.
5
 

 Meskipun disini perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan 

konflik dalam sebuah perkawinan, ini merupakan suatu hal yang final (paling 

puncak) namun untuk menyusun kembali kehidupan keluargaan yang 

mengalami goncangan tersebut, bukan suatu hal yang tidak mungkin terjadi.  

Untuk itulah Agama Islam mensyariatkan adanya iddah ketika terjadi 

perceraian. Masa iddah itu bertujuan untuk mengetahui si isteri tersebut bahwa 

dalam kondisi hamil atau menghindari ketidak jelasan garis keturunan, 

Penting dicatat bahwa masa iddah ini hanya berlaku bagi isteri yang telah di 

gauli atau sudah melakukan hubungan suami isteri.
6
 

Dan manfaat iddah salah satunya untuk memberi kesempatan kepada 

keduanya yakni suami dan isteri untuk berfikir secara jernih untuk sekali lagi 

mencoba membangun kembali sebuah keluarga yang sakinah mawaddah 

                                                           
4
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I 

Dasar Perkawinan Pasal 1 Ayat 2 
5
 Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan 

Hukum Islam dari Fikih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. Ke-1., h. 47 
6
 Ibid., h. 242 
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warahmah sebagaimana yang mereka inginkan. Dan konsep ruju‟ ini hanya 

berlaku bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah thalak raj‟i yaitu 

thalak satu dan dua.
7
 Hal ini berdasarkan firman Allah Subahanahu Wataala 

dalam surah al-Baqarah ayat 228:  

وَلََ يََِلُّ لََنَُّ انَْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰوُ  ۗ  وَالْمُطلََّقٰتُ يَ تَ رَبَّصْنَ باِنَْ فُسِهِنَّ ثَ لٰثَةَ قُ رُوْْۤءٍ ﴿ 
وِ وَالْيَ وْمِ الَْٰخِرِ  ۗ  فِْ  وَبُ عُوْلتَُ هُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّىِنَّ فِْ ذٰلِكَ اِنْ  ۗ  ارَْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُ ؤْمِنَّ باِللّٰ

 ۗ  وَللِرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  ۗ  وَلََنَُّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوْفِ ۗ  ا اِصْلََحًا ۗ  ارَاَدُوْ 
  ﴾ ࣖوَاللّٰوُ عَزيِْ زٌ حَكِيْمٌ 

 
Artinya: “Wanita wanita yang dithalak hendaknya menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa 

yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada 

Allah dan hari akhirat. Dan suami suaminya berhak merujukinya 

dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki 

ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibanya menurut cara yang ma‟ruf. Akan tetapi para suami, 

Mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya, Dan Allah 

Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.”
8
 

 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa hendaknya wanita wanita 

merdeka yang di thalak (yang masih punya kebiasaan haid) menunggu selama 

tiga kali haid atau tiga kali suci guna mengetahui bahwa rahimnya masih 

kosong dari janin agar tidak terjadi percampuran nasab. Sebagaimana telah 

kami jelaskan, ada tiga golongan wanita yang dikecualikan dari cakupan ayat 

ini, yaitu: (1) wanita yang ditalak sebelum digauli (yang seperti ini tidak ada 

iddah baginya), (2) wanita yang masih sangat muda yang belum mencapai usia 

haid dan wanita yang sudah tidak haid lagi karena lanjut usia (yang seperti ini 

iddahnya tiga bulan), dan (3) wanita hamil (yang ini iddahnya adalah sampai 

                                                           
7
 Ibid., h. 46 

8
 Kementrian Agama RI, Op. Cit., h 36 
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melahirkan), jadi ayat ini khusus berkenaan dengan iddah wanita yang masih 

mungkin untuk mengalami haid, sudah digauli suaminya, dan tidak sedang 

hamil.
9
 

Dan berdasarkan hadist Nabi SAW riwayat “ Umar bin Khattab RA 

Sebagai berikut: 

عَنْ مَالِكٍ عَنْ ناَفِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ عُمَرَ أنََّوُ طلََّقَ امْرأَتََوُ وَىِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ 
طَّابِ رَسُولَ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ رَسُولِ  اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الَْْ

وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَ لْيُ راَجِعْهَا ثَُُّ ليُِمْسِكْهَا 
َِِيضَ ثَُُّ تَطْهُرَ ثَُُّ ِْنْ شَاءَ أمَْسَكَ بَ عْدَ ذَلِكَ وَِْنْ شَاءَ طلََّقَ قَ بْلَ أَنْ حَتََّّ تَطْهُرَ ثَُُّ   

ةُ الَّتِِ أمََرَ اللَّوُ سُبْحَانوَُ أَنْ تُطلََّقَ لََاَ النِّسَاءُ   )ٓٔ رواه ابو داود (يَََسَّ فتَِلْكَ الْعِدَّ
 

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah ia 

berakta; Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah 

bin Umar radliallahu 'anhuma, bahwa pada masa Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam, ia pernah menceraikan isterinya dalam 

keadaan haid, maka Umar bin al Khaththab pun menanyakan hal itu 

kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW: "Perintahkanlah 

agar ia segera meruju‟nya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid 

kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh 

menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itulah Al-

Iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk menthalak isteri.” 

 
Ayat dan hadist di atas adalah sala satu dasar hukum, bahwa bekas 

suami dapat meruju‟ bekas isterinya yang masih dalam iddah. 

Ruju‟ secara bahasa berarti tahapan kembali, sedangkan secara syara‟ 

artinya mengembalikan isteri pada ikatan pernikahan setelah di thalak selain 

ba‟in pada masa iddah dengan cara tertentu. Hukumnya menurut kesepakatan 

                                                           
9
 Wahbah az-Zuhailiy, Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah. Syariah. Manhaj (Al-

Baqarah) Juz 2 (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 533 
10

 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, alih bahasa Abd Mufid 

Ihsan, h. 345 
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para ulama mazhab, adalah boleh. Ruju‟ tidak membutuhkan wali, mas kawin, 

dan tidak pula kesedian dari isteri yang dithalak.
11

 Ini berdasarkan firman 

Allah dalam surah Al Baqarah (2) 228: 

 وَبُ عُوْلتَُ هُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّىِنَّ فِْ ذٰلِكَ 
Artinya: “Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada 

mereka dalam (masa) itu.”
12

  

 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa beberapa Ulama berbeda 

pendapat tentang tafsiran di atas, kelompok pertama mengatakan bahwa 

wanita yang di thalak raj‟i adalah isteri, dan faedah thalak adalah mengurangi 

jatah thalak suami. Menurut mereka, meskipun hukum hukum ikatan 

pernikahan masih ada, si wanita (selama masih dalam masa iddah) akan 

menjadi bukan isterinya lagi seiring dengan habisnya iddah. Mereka 

menakwilkan firman-Nya ( َّاَحَقُّ بِرَدِّىِن) begini: “Mereka menyusuri sebuah jalan, 

sekiranya mereka sampai pada pengujungnya, tentu mereka keluar dari ikatan 

nikah, dan ruju‟ adalah menarik mereka agar tidak terus menyusuri jalan 

tersebut”. Adapun kelompok kedua menakwilkan firman-Nya (  وَبعُىُْلتَهُُن) 

sebagai penyebutan keadaan mereka pada masa lampau. Allah menyebut 

mereka bu‟uulah dengan melihat keadaan pada masa silam. Sedangkan arti 

هِن  )  .adalah mengembalikan mereka ke dalam ikatan pernikahan (احََقُّ بِرَدِّ

Menurut saya, pendapat inilah yang benar, sebab jika tidak diartikan demikian, 

tentu thalak tidak berdampak apa-apa dalam pengharaman. Kedua kelompok 

                                                           
11

 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2013), Cet. 28, 

h. 480 
12

 Kementrian Agama RI, Op. Cit., h. 336 
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di atas sepakat bahwa suami tidak boleh melakukan perjalanan bersama isteri 

yang seperti di atas sebelum ia meruju‟nya.
13

 

Juga firman Allah dalam surah Al Baqarah (2) 231:  

  ۗ  وَاِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاْۤءَ فَ بَ لَغْنَ اَجَلَهُنَّ فاَمَْسِكُوْىُنَّ بِعَْرُوْفٍ اوَْ سَرِّحُوْىُنَّ بِعَْرُوْفٍ 
 

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu),lalu 

sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang 

baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula).”
14

 

 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila kamu menalak isterimu 

dan masa iddahnya hampir habis, kamu harus memilih sala satu dari dua: 

meruju‟nya baik baik (tidak menyusahkannya) atau melepasnya baik baik 

(tidak menyengsarakannya). Buluughul-ajal di sini diartikan “Masa iddahnya 

hampir habis” karena apabila iddah sudah habis maka isteri tidak boleh diruju‟ 

lagi. Jadi, arti ini terpaksa dipilih. Selanjutnya Allah menegaskan larangan 

menyusahkan isteri. Dia berfirman: janganlah kamu meruju‟nya dengan 

maksud menyengsarakannya (dengan menahanya dan memanjangkan masa 

iddahnya) sehingga ia terpaksa membayar tebusan kepadamu sebab ini 

merupakan penganiayaan terhadapnya, dan siapapun yang melakukan 

perbuatan terlarang ini (yaitu meruju‟ isteri untuk menyusahkan dan 

menganiayanya) berarti telah menzalimi dirinya di dunia dengan membuat hati 

nuraninya gelisah serta menciptakan permusuhan dengan keluarga isterinya, 

sementara di akhirat ia akan mendapatkan adzab dan murka Allah lantaran ia 

                                                           
13

 Wahbah az-Zuhailiy, Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah. Syariah. Manhaj (Al-

Baqarah) Juz 2, Op.Cit., h. 541 
14

 Ibid., h. 37 
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menindas orang lemah dan mengeksploitasi kebutuhan isteri untuk terlepas 

dari ikatan dengannya.
15

 

Berdasarkan hak ruju‟  kebanyakan para ulama berpendapat bahwa 

ruju‟ itu dapat dilakukan baik melalui perbuatan maupun perkataan. Hal ini 

ada perbedaan persepsi di kalangan para ulama dalam mengartikan tata cara 

ruju‟ itu dapat dikatakan sah atau tidaknya. Menurut Imam Malik bahwa 

ruju‟itu sah atau boleh secara ucapan maupun perbuatan harus disertai dengan 

niat ruju‟. Akan tetapi apabila suami mencampuri isterinya tersebut tanpa niat 

ruju‟, maka wanita tersebut tidak bisa kembali (menjadi isterinya). Namun 

percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya hadd (hukuman) maupun 

keharusan membayar mahar. Anak yang lahir dari percampuran tersebut 

dikaitkan nasabnya kepada laki-laki yang mencampurinya itu. Wanita tersebut 

harus menyucikan dirinya dengan haidh manakala dia tidak hamil.16 

Dalam konteks ini, Wahbah az-Zuhailiy, seorang Ulama besar 

kontemporer, memberikan pandangan yang mendalam dalam kitabnya al-Fiqh 

al-Islami wa Adillatuh. Kitab ini dikenal luas sebagai salah satu rujukan utama 

dalam kajian fiqih perbandingan karena menyajikan analisis mendalam dari 

berbagai mazhab fiqih, Wahbah az-Zuhailiy tidak hanya menjelaskan hukum 

ruju‟ secara umum, tetapi juga memberikan pendapat pendapat ulama, 

terutama ulama 4 mazhab fiqh. 

Dalam kitab al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh, Wahbah az-Zuhailiy 

menawarkan solusi hukum yang bersifat aplikatif, menjadikannya sangat 

                                                           
15

 Wahbah az-Zuhailiy, Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah. Syariah. Manhaj (Al-

Baqarah) Juz 2, Op.Cit., h. 560 
16

 Muhammad Jawad Mughniyah, Op. Cit., h. 482-483. 



 

 

 

9 

penting untuk dikaji lebih lanjut, kemudian dikemas dengan judul: “Studi 

Pemikiran Wahbah az-Zuhailiy dalam kitab al Fiqh al Islami Wa 

adillatuhu tentang syarat bagi suami yang melakukan ruju” .  

Penelitian ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mengeksplorasi 

bagaimana ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhailiy menggabungkan 

pendekatan klasik dengan kondisi modern dalam menyikapi persoalan fiqih 

yang rumit. Hal ini krusial untuk menggambarkan keluwesan hukum Islam 

dalam menghadapi perubahan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip 

dasar syariat.  

Para ulama dalam berbagai kitab mereka, tidak memberikan 

persyaratan bagi suami untuk ruju‟ kepada isterinya. Tetapi Wahbah az-

Zuhailiy membuat persyaratan tertentu untuk ruju‟ tersebut. Apa apa saja 

persyaratan menurut Wahbah az-Zuhailiy dalam kitabnya. Untuk itulah 

penelitian ini perlu dilakukan dengan judul “Studi Pemikiran Wahbah az-

Zuhailiy dalam kitab al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu tentang syarat bagi 

suami yang melakukan ruju’ ” 

 

B. Batasan Masalah 

Wahbah Az-zuhaili telah mengklasifikasikan hukum-hukum fiqih yang 

terdapat pada ayat Al-Qur‟an dan hadits dalam sebuah kitab yang berjudul al-

Fiqih al-Islami Wa Adillatuhu. Di dalam kitab tersebut, terdapat banyak 

pembahasan mengenai hukum-hukum fiqih yang terjadi di kehidpan manusia. 

Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini hanya mengambil hukum 
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syarat bagi suami yang melakukan ruju‟ lalu  mengambil kesimpulan 

hukumnya dengan perantara kitab al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuhu. 

 

C. Rumusan Masalah 

Merujuk dari latar belakang tersebut, adapun permasalahan yang dapat 

dirumuskan, yaitu:  

1. Bagaimana pemikiran Wahbah az-Zuhailiy  di dalam kitab “al-Fiqih al-

Islami wa Adillatuhu”mengenai syarat bagi suami yang melakukan ruju‟ ? 

2. Bagaimana istinbath hukum syarat bagi suami yang melakukan ruju‟  

menurut Wahbah az-Zuhailiy  di dalam kitab al-Fiqh al-Islami Wa 

Adillatuhu? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini  sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan pemikiran Wahbah az-Zuhailiy dalam kitab al-Fiqih 

al-Islami Wa Adillatuhu mengenai syarat bagi suami yang melakukan 

ruju‟. 

2. Untuk menjelaskan istinbath hukum mengenai syarat bagi suami yang 

melakukan ruju‟ menurut Wahbah az-Zuhailiy dalam kitab al-Fiqih al-

Islami Wa Adillatuhu. 

 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis, antara lain sebagai berikut:  
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1. Manfaat akademik. Penelitian ini disusun untuk memenuhi syarat 

administratif dalam rangka penyelesaian studi Strata 1 (S1) di Program 

Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Manfaat teoritis. Memberikan kontribusi terhadap pengayaan literatur 

akademik dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya kajian fiqih 

tentang syarat bagi suami yang melakukan ruju‟. Selain itu, menjadi 

referensi tambahan bagi pengembangan ilmu fiqih, terutama dalam 

memahami pemikiran Wahbah az-Zuhailiy sebagai salah satu Ulama 

kontemporer yang berkontribusi besar dalam bidang fiqih. 

3. Manfaat praktis. Membantu para praktisi hukum Islam, seperti hakim, 

pengacara syariah, dan konsultan hukum keluarga, dalam memahami dan 

menerapkan hukum terkait syarat bagi suami yang melakukan ruju‟. 

Kemudian, memberikan panduan bagi masyarakat Muslim, khususnya 

para suami yang ingin melakukan ruju‟, untuk memahami ketentuan ruju‟ 

sesuai dengan perspektif fiqih yang telah dirumuskan oleh Wahbah az-

Zuhailiy. 

4. Manfaat lanjutan. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih 

lanjut yang membahas pemikiran Wahbah az-Zuhailiy pada tema-tema lain 

dalam hukum keluarga Islam, atau membandingkan pandangannya dengan 

Ulama lain untuk memperkaya perspektif hukum Islam. 
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BAB II 

TINJUAN TEORITIS  

 

A. Pengertian Ruju’ 

Kata ruju‟ berasal dari bahasa arab yaitu رجىعا - يرجع - رجع  yang berarti 

kembali
17

, artinya hidup sebagai suami isteri antara laki laki dan wanita yang 

melakukan perceraian dengan jalan thalak raj‟i selama dalam iddah tanpa 

pernikahan baru.
18

 

Menurut fuqaha‟, pengertian ruju‟ adalah sebagai berikut: 

1. Menurut Imam Hanafi ruju‟ adalah melanjutkan pernikahan dengan bekas 

isteri yang di thalak raj‟i dalam masa iddah.
19

 

2. Menurut Imam Malik ruju‟ adalah kembalinya isteri yang telak di thalak 

selain ba‟in, kepada perlindungan suami, dengan tanpa ada pembaharuan 

akad serta dalama masa iddah.
20

 

3. Menurut Imam Syafi‟i ruju‟ adalah mengembalikan status seorang wanita 

dalam satu ikatan perkawinan dari thalak yang bukan ba‟in dalam masa 

iddah melalui cara cara tertentu. 

4. Menurut Imam Hambali ruju‟ adalah memgembalikan keadaan isteri 

kepada keadaan yang semula setelah terjadinya thalak raj‟i  

Sedangkan menurut para jumhur ulama selain Hanafiyah 

mendefinisikan ruju‟ adalah mengembalikan isteri yang telah diceraikan 

                                                           
17

 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 

1977), h. 2055 
18

 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 285 
19

 Abd. Rahman al-Jaziri, Fiqh‟ala Mazhib al-Arba‟ah, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), 

Jilid IV, h. 375  
20

 Abd. Rahman Ghazaly, Op. Cit, h. 286 
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dengan perceraian yang bukan perceraian ba‟in, kedalam pernikahan dengan 

tidak melakukan akad yang baru.
21

 

Dari defini diatas, pada hakikatnya ruju‟ meliputi beberapa hal, yaitu:  

1. Ungkapan “kembali suami kepada mantan isterinya“ mengandung arti 

bahwa antara suami dan isteri pernah memiliki hubungan pernikahan, akan 

tetapi hubungan tersebut telah berakhir dengan terjadinya perceraian. 

2. Ungkapan “isteri yang dithalak raj‟i mengandung arti bahwa isteri tersebut 

dithalak satu atau dua bukan thalak ba‟in (thalak tiga) oleh suaminya”. 

3. Ungkapan dalam masa iddah “memiliki arti bahwa ruju‟ hanya bisa 

dilakukan selama isteri masih berada dalam  masa iddah. Jika masa iddah 

telah selesai maka mantan suami tidak bisa kembali kepada mantan 

isterinya dengan cara ruju‟” 
22

 

Menurut Drs. H. Djaman Nur, ruju‟  adalah mengembalikan status 

hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya thalak raj‟i  yang 

dilakukan bekas suami terhadap bekas isterinya dalam masa iddah dengan 

ucapan tertentu.
23

 

Menurut Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A., pengertian ruju‟ berasal dari 

Bahasa arab raja‟a-yarji‟un-ruju‟an bentuk masdar artinya “kembali“  istilah 

ini kemudian dibakukan dalam hukum perkawinan indonesia. Dalam 

pengertian ruju‟ adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan 

                                                           
21

Wahbah az-Zuhailiy, Terjemahan al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu, (Beirut: Darul Fikri, 

2007), Jilid 9, h. 46. 
22

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 306. 
23

 Djaman Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: Cv Toha Putra, 2003), h. 74. 
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isteri yang telah dicerai raj‟i  dan dilaksanakan selama isteri dalam masa 

iddah.
24

 

Dengan terjadinya thalak raj‟i, maka kekuasaan bekas suami terhadap 

isteri menjadi berkurang, namun masih ada pertalian hak dan kewajiban antara 

keduanya selama isteri dalam masa iddahnya.
25

 Yaitu kewajiban menyediakan 

tempat tinggal serta jaminan nafkah, dan sebagai imbalanya bekas suami 

memiliki hak prioritas untuk meruju‟ bekas isterinya itu dalam arti 

mengembalikan kepada kedudukannya sebagai isteri secara penuh, dan dengan 

pernyataan ruju‟ itu menjadi halal bekas suami mencampuri bekas isteri 

dimaksud, sebab dengan demikian status pernikahan mereka kembali 

sebagaimana sedia kala.  

Tidak dibenarkan bekas suami mempergunakan hak meruju‟ dengan 

tujuan yang tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas isteri, atau 

untuk mempermainkanya, sebab dengan demikian bekas suami berbuat aniaya 

atau berbuat zalim, sedangkan berbuat zalim itu diharamkan. Firman Allah 

SWT dalam surah Al- Baqarah ayat 231 menyatakan: 

ِّسَاۤءَ فبَلَغَْنَ اَجَلهَنَُّ فاََمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ ﴿  َّقْتُُُ امن ِحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍٍۗ وَلََ  وَاِذَا طَل سَّ

َّفْعَلْ ذٰلَِِ فقََدْ ظَلَََ هفَْسَه   ِّخعَْخَدُوْا ۚ وَمَنْ ي ارًا م ِ  اٰيتِٰ  ثخََّخِذُوْٓا وَلََ  ٍۗۗ  ثمُْسِكُوْهُنَّ ضَِِ  هُزُوًا الّلٰ

اذْكُرُوْا ِ  هِعْمَتَ  وَّ ٓ  علَيَْكُْ  الّلٰ نَ  علَيَْكُْ  اَنْزَلَ  وَمَا َّقُوا بِه   يعَِظُكُْ  وَامحِْكْْةَِ  امْكِتٰبِ  مِّ وَاث ٍۗۗ  َ  وَاعْلمَُوْٓا الّلٰ

َ  اَنَّ  ءٍ  بِكُِّ  الّلٰ      ﴾ ࣖ علَِيْم  شََْ

 
 

                                                           
24

 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 

h. 320 
25

 Abd Rahman Ghazaly, Op. Cit., h. 287. 
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Artinya: “Apabila kamu menthalak isteri isterimu, lalu mereka 

mendakati  akhir iddahnya, maka ruju‟ilah mereka dengan cara yang 

ma‟ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara ma‟ruf (pula). Janganlah 

kamu ruju‟i mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan 

demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, 

maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 

Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah 

nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu 

yaitu al-Kitab dan al-Hikmah (as Sunnah). Allah memberi pengajaran 

kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah 

kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu.”26 
 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa meruju‟ dengan cara yang 

ma‟ruf, yaitu suami menunaikan hak isteri, misalnya nafkah. Kalau suami 

tidak sanggup menafkahi isteri, berarti ia tidak sanggup menunaikan batasan 

ma‟ruf dan ia harus menthalak isterinya. Kalau ia tidak mau menthalaknya, 

hakimlah yang menjatuhkan thalak sebagai gantinya karena isteri pasti 

menderita jika terus hidup bersama lelaki yang tidak sanggup menafkahinya. 

Ditinjau dari satu sisi yaitu ruju‟  itu menghalalkan hubungan antara 

laki laki dengan perempuan sebagaimana juga dalam perkawinan, namun 

dalam keduanya terdapat perbedaan prinsip dalam rukun yang dituntut untuk 

sahnya kedua lembaga tersebut. Pada ruju‟ menurut yang disepakati ulama, 

ruju‟ tidak memerlukan wali untuk mengakadkanya, tidak perlu dihadiri oleh 

2 orang saksi dan tidak pula ada mahar. Dengan demikian pelaksanaan ruju‟ 

lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan.
27
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 Kementrian Agama RI, Op. Cit., h. 36 
27

 Abd.Rahman Ghazali, Op. Cit., h. 288. 
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B. Dasar Hukum Ruju’ 

Setelah adanya pemaparan tentang pengertian ruju‟ tersebut, maka 

perlu disampaikan beberapa dasar hukum tentang sahnya ruju‟. Allah 

subahanahu wataala berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 228-229: 

وَلََ يََِلُّ لََنَُّ انَْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰوُ  ۗ  ﴿ وَالْمُطلََّقٰتُ يَ تَ رَبَّصْنَ باِنَْ فُسِهِنَّ ثَ لٰثَةَ قُ رُوْْۤءٍ 
وِ وَالْيَ وْمِ الَْٰخِرِ  ۗ  فِْ   وَبُ عُوْلتَُ هُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّىِنَّ فِْ ذٰلِكَ اِنْ  ۗ  ارَْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُ ؤْمِنَّ باِللّٰ

 ۗ  وَللِرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  ۗ  وَلََنَُّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوْفِ ۗ  ا اِصْلََحًا ۗ  ارَاَدُوْ 
  ﴾ ࣖوَاللّٰوُ عَزيِْ زٌ حَكِيْمٌ 

Artinya: “Wanita Wanita yang dithalak hendaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru‟ tidak boleh mereka menyimpan apa yang 

diciptakan oleh Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada 

Allah dan hari akhirat. Dan suami suaminya berhak merujukinya dalam 

masa menanti itu, jika mereka para (suami) menghendaki ishlah.mereka 

(para Perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibanya 

menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempumyai 

kelebihan atas mereka, Allah maha perkasa lagi Maha Bijaksana.”
28

 

 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa hendaknya wanita wanita 

merdeka yang di thalak (yang masih punya kebiasaan haid) menunggu selama 

tiga kali haid atau tiga kali suci guna mengetahui bahwa rahimnya masih 

kosong dari janin agar tidak terjadi percampuran nasab. Sebagaimana telah 

kami jelaskan, ada tiga golongan wanita yang dikecualikan dari cakupan ayat 

ini, yaitu: (1) wanita yang ditalak sebelum digauli (yang seperti ini tidak ada 

iddah baginya), (2) wanita yang masih sangat muda yang belum mencapai usia 

haid dan wanita yang sudah tidak haid lagi karena lanjut usia (yang seperti ini 

iddahnya tiga bulan), dan (3) wanita hamil (yang ini iddahnya adalah sampai 

melahirkan), jadi ayat ini khusus berkenaan dengan iddah wanita yang masih 
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mungkin untuk mengalami haid, sudah digauli suaminya, dan tidak sedang 

hamil
29

 

 

وَلََ يََِلُّ لَكُمْ انَْ  ۗ  باِِحْسَانٍ  ۗ  بِعَْرُوْفٍ اوَْ تَسْريِْحٌ  ۗ  فاَِمْسَاكٌ  ۗ  ﴿ الَطَّلََقُ مَرَّتٰنِ 
اَفاَ ۗ  اٰتَ يْتُمُوْىُنَّ شَيْ  اً اِلََّ  ۗ  تأَْخُذُوْا مَِّا اَلََّ فاَِنْ خِفْتُمْ  ۗ  اَلََّ يقُِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰوِ  ۗ  انَْ يََّّ

 فَلََ  اللّٰوِ  حُدُوْدُ  تلِْكَ  ۗ   ۗ  فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا اف ْتَدَتْ بِو ۗ  يقُِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰوِ 
كَ  اللّٰوِ  حُدُوْدَ  ي َّتَ عَدَّ  وَمَنْ ۗ   تَ عْتَدُوْىَا   ﴾ الظّٰلِمُوْنَ  ىُمُ  فاَوُلْٰۤىِٕ

Artinya: “Thalak (yang dapat diruju‟) itu dua kali. (setelah itu suami 

dapat) menahan (ruju‟) dengan cara yang patut atau melepaskan 

(menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil Kembali 

sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali 

keduanya (suami dan isteri) khawatir bahwa keduanya tidak mampu 

menjelaskan batas batas ketentuan Allah. Maka keduanya tidak berdosa 

atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. 

Itulah batas batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. 

Siapa yang melanggar batas batas (ketentuan) Allah, mereka itulah 

orang orang zalim.”
30

 

 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwasanya ini mengkhususkan 

firman-Nya dalam ayat 228. Ia menjelaskan jumlah thalak yang boleh di 

ruju‟ki dan jumlah yang tidak ada ruju‟nya. Arti ayat ini: “Jumlah thalak yang 

diperbolehkan bagi laki laki untuk ruju‟ adalah dua kali saja. Setelah dua 

thalak, laki laki hanya bisa memilih sala satu dari dua hal: menahan isterinya 

dan menggaulinya dengan baik, atau menceraikannya dengan baik (yakni 

membiarkannya sampai masa iddah thalak keduanya habis dan tidak 

merujukinya)”.
31

 

Dan Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) 231: 
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 Wahbah az-Zuhailiy, Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah. Syariah. Manhaj (Al-

Baqarah) Juz 2 (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 533 
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 Ibid, h, 36. 
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وَلََ  ۗ  ﴿ وَاِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاْۤءَ فَ بَ لَغْنَ اَجَلَهُنَّ فاَمَْسِكُوْىُنَّ بِعَْرُوْفٍ اوَْ سَرِّحُوْىُنَّ بِعَْرُوْفٍ 
 اۗ  تَ تَّخِذُوْ  وَلََ  ۗ   ۗ  وَمَنْ ي َّفْعَلْ ذٰلِكَ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَو ۗ  تُُْسِكُوْىُنَّ ضِراَراً لِّتَ عْتَدُوْا 

 وَالِْْكْمَةِ  الْكِتٰبِ  مِّنَ  عَلَيْكُمْ  انَْ زَلَ  ۗ  وَمَا عَلَيْكُمْ  اللّٰوِ  نعِْمَتَ  وَّاذكُْرُوْا ىُزُوًا اللّٰوِ  اٰيٰتِ 
  ﴾ ࣖ عَلِيْمٌ  شَيْءٍ  بِكُلِّ  اللّٰوَ  انََّ  اۗ  وَاعْلَمُوْ  اللّٰوَ  وَات َّقُواۗ   ۗ  بِو يعَِظُكُمْ 

Artinya: “Apabila kamu menthalak isteri isterimu, lalu mereka 

mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang 

ma‟ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma‟ruf (pula). 

Janganlah kamu rujuki mereka dengan memberi kemudharatan, karena 

dengan demikian kamu menganianya mereka. Barangsiapa berbuat 

demikian, maka ia sungguh telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 

Janganlah kamu jadikan hukum hukum Allah permainan, dan ingatlah 

nikamt Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu 

yaitu Al kitab dan Al hikmah (As-sunnah). Allah memberi pengajaran 

kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah 

kepada Allah serta ketauhilah bahwasanya Allah maha mengatauhi 

segala sesuatu.”
32

 

 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa meruju‟ dengan cara yang 

ma‟ruf, yaitu suami menunaikan hak isteri, misalnya nafkah. Kalau suami 

tidak sanggup menafkahi isteri, berarti ia tidak sanggup menunaikan batasan 

ma‟ruf dan ia harus menthalak isterinya. Kalau ia tidak mau menthalaknya, 

hakimlah yang menjatuhkan thalak sebagai gantinya karena isteri pasti 

menderita jika terus hidup bersama lelaki yang tidak sanggup menafkahinya.
33

 

Selain di dalam al-Quran, ruju‟ juga dibahas di dalam hadis nabi SAW 

yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam hadits nya: 

عَنْ مَالِكٍ عَنْ ناَفِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ عُمَرَ أنََّوُ طلََّقَ امْرأَتََوُ وَىِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ 
طَّابِ رَسُولَ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ رَسُولِ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فَسَأَ  لَ عُمَرُ بْنُ الَْْ

وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَ لْيُ راَجِعْهَا ثَُُّ ليُِمْسِكْهَا 
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َِِيضَ ثَُُّ تَطْهُرَ ثَُُّ ِْنْ شَاءَ أمَْ  سَكَ بَ عْدَ ذَلِكَ وَِْنْ شَاءَ طلََّقَ قَ بْلَ أَنْ حَتََّّ تَطْهُرَ ثَُُّ 
ةُ الَّتِِ أمََرَ اللَّوُ سُبْحَانوَُ أَنْ    34        رواه ابو داو (تُطلََّقَ لََاَ النِّسَاءُ   يَََسَّ فتَِلْكَ الْعِدَّ

 
Artinya: “Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, 

bahwa pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia pernah 

menceraikan isterinya dalam keadaan haid, maka Umar bin Al Khattab 

pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 

Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perintahkanlah 

agar ia segera meruju‟nya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid 

kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh 

menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itulah Al-

Iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk menthalak isteri” 

 

Hadits di atas dapat dipahami bahwa perceraian bukanlah keputusan 

terbaik dalam sebuah pernikahan. Adanya masa iddah memberikan 

kesempatan berfikir bagi seorang suami untuk memutuskan langkah yang 

terbaik yang dapat ditempuh dengan mempertimbangkan beberapa hal demi 

kemaslahatan dan keberlanjutan kehidupan keluarganya. Adanya kesempatan 

ruju‟ merupakan wujud kasih sayang dan nikmat Allah terhadap pasangan 

suami isteri yang telah bercerai sehingga pasangan tersebut bisa mendapatkan 

kebahagiaannya kembali sebagaimana yang diharapkan.
35

 

Dengan demikian sunah hukumnya bagi suami untuk meruju‟ isterinya 

apabila di landasi oleh niat yang tulus dan benar benar menhendaki adanya 

ishlah (perdamaian) diantara keduanya. Dan haram hukumnya apabila untuk 

main main, menyakiti, melecehkan maupun untuk balas dendam sehingga 

isteri tidak menikah dengan laki laki lain.  
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Bahwa Islam masih memberi jalan bagi suami yang telah menjatuhkan 

thalak menjatuhkan thalak raj‟i kepada isterinya untuk meruju‟ Kembali 

selama masa iddah. Akan tetapi jika masa iddahnya telah habis maka tidak ada 

jalan bagi suami atas isterinya kecuali dengan pernikahan baru. 

Dengan demikian hukum ruju‟ dapat dibedakan menjadi 5 macam 

yaitu: 

1. Wajib: terhadap suami yang menalak salah seorang isterinya sebelum dia 

menggunakan pembagian waktunya terhadap isteri yang dithalak 

2. Haram, apabila rujuknya itu menyakiti isteri. 

3. Makruh, kalau perceraian lebih baik dan berfaedah bagi keduanya (suami 

isteri) 

4. Jaiz (boleh), ini adalah hukum ruju‟ yang asli. 

5. Sunnah, jika maksud suami adalah untuk memperbaiki keadaan isterinya, 

atau ruju‟ itu lebih berfaedah bagi keduanya (suami isteri)
36

    

Ibnu Rusyd
37

 membagi hukum ruju‟ kepada dua: hukum ruju‟ pada 

thalak raj‟i dan hukum ruju‟ pada thalak ba‟in. 

1. Hukum ruju‟: pada thalak raj‟i 

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak 

meruju‟ isteri pada thalak raj‟i selama isteri masih berada dalam masa 

i‟ddah, tanpa mempertibangkan persetujuan isteri, berdasarkan firman 

Allah SWT: 
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   وَبُ عُوْلتَُ هُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّىِن
Artinya: “Dan suami suami mereka lebih berhak meruju‟ mereka 

(isteri isteri) dalam masa menanti (i‟ddah) itu.”
38

 

 

Fuqaha juga sependapat bahwa sesudah terjadinya pergaulan 

(campur) terhadap isteri merupakan syarat thalak raj‟i. Namun mereka 

berbeda pendapat tentang saksi, apakah menjadi syarat sahnya ruju‟ atau 

tidak, dan mereka juga berbeda pendapat, apakah ruju‟ dapat disahkan 

dengan pergaulan mengenai saksi, Imam Malik berpendapat bahwa adanya 

saksi dalam meruju‟ disunnahkan, sedangkan Imam Syafi‟i berpendapat, 

hal itu wajib.
39

 

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara 

qiyas dengan zahir nash, yaitu zahir firman Allah SWT: 

 وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ 
Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil 

diantara kamu.”
40

 

 

Ayat di atas dapat dipahami bahwa menghendaki kewajiban 

mendatangkan saksi. Akan tetapi pengqiyasan hak tersebut ( yakni ruju‟ ) 

dengan hak hak lain yang diterima oleh seseorang tidak menghendaki 

adanya saksi. Oleh karena kata Ibnu Rusyd penggabungan antara qiyas 

dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut 

kepada nadh (sunnah)
41

. 
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Sedangkan fuqaha berbeda pendapat tentang cara meruju‟. 

Segolongan fuqaha berbeda pendapat bahwa ruju‟ hanya dapat terjadi 

dengan kata kata saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi‟i. 

Fuqaha yang lain berpendapat bahwa ruju‟ harus dengan menggauli 

isteri. Dan fuqaha yang berpendapat demikian terbagi menjadi dua 

golongan: Golongan pertama berpendapat bahwa ruju‟ dengan penggaulan 

hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk meruju‟, karena bagi golongan 

ini, perbuatan dipersamakan dengan kata kata beserta niat. Pendapat ini 

dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi golongan kedua, yakni Imam 

Abu Hanifah, mempersoalkan ruju‟ dengan penggaulan jika ia bermaksud 

meruju‟ dengan tanpa niat.
42

 

Imam Syafi‟i berpendapat bahwa ruju‟ itu dipersamakan dengan 

pernikahan, dan bahwa Allah SWT telah memerintahkan untuk diadakan 

penyaksian, sedangkan penyaksian tidak terdapat kecuali pada kata kata.  

Perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah 

berpendapat bahwa ruju‟ itu mengakibatkan halalnya pergaulan, karena 

dipersamakan dengan isteri  yang terkena ila‟ (sumpah tidak akan 

menggauli isteri untuk dirinya), dan isteri yang terkena zhihar 

(pengharaman isteri untuk dirinya), di samping karena hak milik isteri 

belum terlepas dari padanya, dan oleh karena itu terdapat hubungan saling 

mewarisi antara keduanya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa 
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menggauli isteri yang tertala‟ raj‟i adalah haram, sehingga suami 

meruju‟nya, oleh karena itu diperlukan niat. 

Selanjutnya, fuqaha berselisih pendapat mengenai batas-batas yang 

boleh dilihat oleh suami dari isterinya yang dijatuhi thalak raj‟i selama ia 

berada dalam masa iddah. 

a. Imam Malik mengatakan tidak boleh berduaan denganya, tidak boleh 

masuk menemuinya kecuali dengan izinya, tidak boleh melihat 

rambutnya dan tidak mengapa makan bersamanya, jika ada orang lain 

bersama mereka berdua. Ibnu Al Qasim meriwayatkan bahwa Imam 

Malik merevisi kembali pendapatnya tentang membolehkan makan 

bersamanya. 

b. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita yang di thalak 

raj‟i boleh berhias untuk suaminya, memakai wangi wangian, 

bersolek, menampakkan jari jarinya dan celak. Pendapat ini juga di 

kemukakan oleh Ats-Tsauri, Abu yusuf, dan Al Auza‟i. Semuanya 

mengatakan, tidak boleh masuk untuk menemuinya, kecuali jika isteri 

mengetahui maksudnya suami dengan ucapan atau gerekan seperti 

berdehem atau suara sandal. 

Dalam pembahasan ini mereka berbeda pendapat tentang laki laki 

yang menthalak isterinya satu kali thalak raj‟i, sedangkan dia tidak ada 

(dalam berpergian) kemudian meruju‟nya, lalu yang sampai kepada 

isterinya yaitu berita thalak, sedangkan berita ruju‟ tidak sampai 

kepadanya, kemudian isteri menikah lagi ketika iddahnya selesai. 
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a. Imam Malik berpendapat bahwa wanita itu menjadi milik laki laki 

yang menjalin akad nikah denganya, baik telah menggaulinya atau 

belum. Ini merupakan pendapatnya yang terdapat dalam Al Muwathta‟, 

pendapat ini juga dikemukakan oleh Al Auza‟i dan Al Laits 

Ibnu Al Qasim meriwayatkan darinya bahwa dia merevisi 

kembali dari pendapatnya yang pertama dan dia mengatakan bahwa 

suami yang pertama lebih berhak menikah denganya, kecuali jika yang 

kedua telah menggaulinya. 

Pendapat yang pertama di kemukakan oleh para Ulama 

Madinah dari para pengikutnya, mereka mengatakan bahwa Imam 

Malik tidak merevisi pendapatnya, karena dia cantumkan di dalam Al 

Muwathta‟ sampai meninggalnya dan kitab tersebut dibacakan 

kepadanya. Ini juga pendapat Umar bin Al Khattab dan Imam Malik 

meriwayatkan darinya di dalam Al Muwathta‟  

b. Adapun Imam Syafi‟i, Ulama Kufah, Abu Hanifah, dan lainnya 

mengatakan bahwa suami pertama yang telak meruju‟nya lebih berhak 

menikah denganya, baik suami kedua telah menggaulinya atau belum. 

Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Dawud, dan Abu Tsaur. Pendapat 

ini diriwayatkan dari Ali dan inilah yang paling benar. Telah 

diriwayatkan dari Umar bin Al Khattab RA, bahwa dalam masalah ini 

dia mengatakan” sesungguhnya suami yang meruju‟nya diberikan 

pilihan antara wanita itu menjadi isterinya atau meminta kembali 

mahar yang diberikan kembali kepadanya” 
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Hujjah Imam Malik dalam riwayat yang pertama, yaitu hadits yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Sa‟id bin 

Al Musayyab, bahwa dia mengatakan” sunnah telah berlaku tentang orang 

yang menceritakan isterinya kemudian meruju‟nya, tetapi dia 

menyembunyikan ruju‟nya, hingga isterinya menjadi halal, lalu isterinya 

menikah dengan suami lain, maka dia tidak memiliki apapun atas urusan 

isterinya, tetapi isterinya menjadi milik orang yang menikahinya.” Suatu 

pendapat mengatakan bahwa hadits ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu 

Syihab saja. 

Hujjah kelompok pertama: para Ulama telah sepakat bahwa ruju‟ itu 

sah, meskipun isteri tidak mengetahuinya, dengan dalil bahwa mereka 

telah sepakat bahwa suami pertama lebih berhak menikah dengannya 

sebelum dia menikah lagi. Jika ruju‟nya sah, maka pernikahan yang kedua 

tidak sah, jadi pernikahan dengan orang lain tidak ada pengaruhnya untuk 

membatalkan ruju‟, baik sebelum menggauli atau sesudahnya. Inilah 

pendapat yang paling benar insya Allah. Pendapat ini di perkuat dengan 

hadits yang diriwayatkan. Oleh At-Tirmidzi dari Samurah bin Jundub, 

bahwa Nabi SAW bersabda: 

عًا مِنْ رَجُلَيِْْ فَ هُوَ  هُمَا، وَمَنْ باَعَ بَ ي ْ أيَا امرأةَ أنَكَحَها وَليَِّانِ فَهِيَ لِلَأوَّلِ مِن ْ
43للأول منهما  

Artinya: “Wanita mana saja yang dinikahi oleh dua wali, maka 

wanita itu menjadi milik orang yang pertama. Dan barangsiapa 

yang menjual suatu barang kepada dua orang, maka penjualan itu 

untuk orang yang pertama.” 
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Hadits di atas dapat dipahami bahwa Perempuan kadang kala 

mempunyai ramai wali, keadaan ini boleh menyebabkan seorang Wanita 

boleh dikawinkan oleh dua orang wali. Hadits ini datang memberikan 

Solusi ke atas permasalahan ini dan mengatakan bahwa pernikahan yang 

dianggap sah adalah wali yang menikahkan pertama kali. Ini karena 

ketika pernikahan pertama telah dinyatakan sah, maka pernikahan kedua 

menjadi batal, sebab tidak halal menikahi Wanita yang masih bersuami.
44

 

2. Hukum ruju‟ thalak ba‟in 

Thalak ba‟in bisa terjadi dengan thalak yang kurang dari tiga: yaitu 

terjadi pada wanita yang belum digauli tanpa ada perbedaan pendapat. 

Serta pada wanita yang melakukan khulu‟ dengan perbedaan pendapat 

dalam hal ini: apakah bisa juga terjadi tanpa ada pengganti, dalam hal ini 

juga terdapat perbedaan pendapat. Hukum ruju‟ setelah terjadi thalak ini 

adalah hukum permulaan nikah (maksudnya, tentang disyaratkannya 

mahar, wali dan keridhaan), hanya saja dalam hal ini menurut jumhur tidak 

dipertimbangkan selesainya iddah. Sekelompok ulama berpendapat dengan 

pendapat yang ganjil, mereka mengatakan bahwa wanita yang melakukan 

khulu‟ tidak bisa dinikahkan oleh suaminya saat iddah dan tidak pula oleh 

orang lain. Sepertinya mereka berpendapat bahwa larangan nikah pada 

masa iddah adalah suatu ibadah. 

Adapun thalak ba‟in dengan tiga kali thalak: semua ulama 

sependapat wanita yang telak dithalak tiga kali, tidak halal bagi suaminya 
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yang pertama, kecuali setelah digauli (oleh suami kedua), bedasarkan 

hadits dari Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata: 

ائِشَةَ، قاَلَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّوِ عَنْ رَجُلٍ طلََّقَ امْرأَتََوُ يَ عْنِِ ثلَثا فَ تَ زَوَّجَتْ عَنْ عَ 
رَهُ، فَدَخَلَ بِِاَ، ثَُُّ طلََّقَهَا، قَ بْلَ أَنْ يُ وَاقِعَهَا، أِل لزَِوْجِهَا الَْْوَّلِ؟ قاَلَتْ:  زَوْجًا غَي ْ

َِِلُّ لِلْأَوَّ  لَتَ هَاقاَلَ النَّبُِّ : لََ  رواه ابو ( .لِ، حَتََّّ تذوق عسيلة الْْخَرِ، وَيَذُوقَ عُسَي ْ
 ) 45 داود

 
Artinya: “Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ditanya tentang suami 

yang menthalak isterinya tiga kali, lalu mantan isteri menikah 

dengan orang lain, tetapi kemudian dithalak suami kedua sebelum 

melakukan persetubuhan, apakah wanita tersebut halal bagi 

suaminya yang pertama? Rasulullah lalu bersabda, "Isteri tidak halal 

bagi suami pertama sampai mantan isteri merasakan manisnya madu 

(hubungan intim) dari suami kedua dan suami kedua merasakan 

manisnya madu dari isterinya.” 

 

Hadits di atas dapat dipahami bahwa Hadits ini membahas tentang 

seorang wanita yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya, kemudian 

menikah dengan pria lain, namun suami kedua menceraikannya sebelum 

terjadi hubungan suami-istri (jima„). Maka, para sahabat bertanya: apakah 

ia bisa kembali kepada suami pertamanya? Maka Nabi SAW menjawab: 

“Tidak, sampai suami kedua merasakan 'manisnya' darinya dan dia 

merasakan 'manisnya' darinya.” 

 

Sa‟id bin Jubair berpendapat dengan pendapat yang ganjil, dia 

mengatakan dibolehkan untuk kembali pada suaminya yang pertama 

dengan akad yang sama, berdasarkan keumuman firman Allah SWT: 
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َِِلُّ لوَ رَه زَوْجًا تَ نْكِحَ  حَتَّّٰ  بَ عْدُ  ۗ  مِنْ  ۗ  ﴿ فاَِنْ طلََّقَهَا فَلََ   طلََّقَهَا فاَِنْ  ۗ   ۗ  غَي ْ
 حُدُوْدُ  وَتلِْكَ  ۗ   اللّٰوِ  حُدُوْدَ  يُّقِيْمَا انَْ  ۗ  ظنََّا اِنْ  ۗ  ي َّتَ راَجَعَا انَْ  ۗ  عَلَيْهِمَا جُنَاحَ  فَلََ 
  ﴾ ي َّعْلَمُوْنَ  لقَِوْمٍ  يُ بَ ي ِّنُ هَا اللّٰوِ 

 
Artinya: “Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak 

yang kedua ), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga 

dia kawin dengan suami yang lain. Kemudia jika suami yang lain 

itu menceraikanya maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas 

suami pertama dan isteri ) untuk kawin kembali jika keduanya 

berpendapat akan dapat mejalankan hukum hukum Allah. Itulah 

hukum hukum Allah, diteragkan nya kepada kaum yang 

mengatahui. (Qs. Al Baqarah (2) 230).”
46

 

 

Ayat di atas dapat dipahami bahwa dengan tegas menyatakan 

bahwa menikahi perempuan yang telah dithalak tiga kali oleh suaminya, 

adalah nikah yang sah yang dilakukan atas dasar suka sama suka (saling 

mencintai) dengan niat sungguh sungguh untuk hidup rukun dan damai. 

Tetapi barangsiapa yang pernikahannya terhadap perempuan bekas thalak 

tiga dengan maksud supaya si suami terdahulu bisa ruju‟ kembali, maka 

nikah itu tidak sah
47

  

Kata nikah yang diartikan sebagai akad nikah. Masing masing 

mereka mengatakan, bertemunya dua alat kelamin bisa menjadikan isteri 

halal, kecuali Al Hasan Al Basri, dia mengatakan tidak halal kecuali 

dengan menggaulinya disertai keluar air mani. 

Jumhur ulama berpendapat bahwa menggauli yang mengharuskan 

adanya hukuman, membatalkan puasa dan haji, menghalalkan wanita yang 
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di thalak, menjaga suami isteri (bahwa keduanya sudah menikah) dan 

mengharuskan mahar yaitu bertemunya dua alat kelamin. 

Malik Ibnu Al Qasim mengatakan tidak menjadikan halal wanita 

yang dithalak kecuali menggaulinya yang dibolehkan yaitu yang terjadi 

pada akad nikah yang sah, bukan ketika puasa,haji,haid atau i‟tikaf. Dan 

menurut keduanya menggauli wanita dzimmi yang dilakukan oleh laki laki 

dzimmi tidak menjadikan halal bagi laki laki musim, serta menggauli yang 

dilakukan oleh orang yang belum dewasa. 

Dalam hal ini keduanya ditentang oleh Syafi‟i, Abu Hanifah,Ats 

Tsauri, dan Al Auza‟i, mereka mengatakan bahwa menggauli bisa 

menjadikan halal meskipu terjadi pada akad nikah yang tidak sah atau 

waktu yang tidak dibolehkan. Begitu juga menggauli yang dilakukan oleh 

laki laki dzimmi menjadikan halal bagi laki laki muslim. Demikian pula 

orang gila menurut mereka dan laki laki yang dipotong kemaluanya dan 

masih ada sebagian alat kelamin yang dimasukkan ke dalam kemaluan. 

Perselisihan pendapat dalam hal ini semuanya kembali kepada: 

apakah kata nikah mencakup pergaulan yang tidak sempurna atau tidak. 

Dari pembahasan ini mereka berbeda pendapat tentang nikah 

muhallil (maksudnya,jika menikah wanita tersebut dengan syarat untuk 

menghalalkan suaminya yang pertama):  

a. Malik berpendapat pernikahan tersebut tidak sah, dibatalkan sebelum 

menggauli dan sesudahnya, dan syaratnya juga tidak sah, tidak halal 

karenanya, serta menurutnya dalam hal ini keinginan wanita agar 
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menjadi halal tidak diperhitungkan, tetapi yang diperhitungkan ialah 

keinginan laki laki. 

b. Syafi‟i dan Abu Hanifah mengatakan pernikahan tersebut dibolehkan 

dan niat dalam hal ini tidak berpengaruh. Pendapat ini juga 

dikemukakan oleh Daud dan sekelompok ulama, mereka mengatakan, 

pernikahan tersebut bisa menjadikan halal bagi suami yang menthalak 

tiga kali. 

c. Sebagian mereka mengatakan pernikahan tersebut dibolehkan dan 

syaratnya batal (maksudnya, tidak bisa menjadikan halal) ini adalah 

pendapat Ibn Abu Laila dan diriwayatkan dari Ats Tsauri. 

Malik dan para pengikutnya berdalil dengan hadits yang 

dirawayatkan dari Nabi SAW dari hadits Ali bin Abi Thalib,Ibnu Mas‟ud, 

Abu Hurairah dan Uqbah bin Amir, bahwa beliau SAW bersabda: 

حَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَوُ.
ُ
 لَعَنَ اللهُ الم

 
Artinya: “Allah melaknat orang yang melakukan nikah muhallil 

dan orang yang dihalalkan untuknya.”
48

 

 

 Hadits di atas dapat di pahami bahwa laknat Allah kepadanya 

seperti laknat kepada orang yang makan harta riba dan peminum khamar, 

ini menunjukkan larangan dan larangan menunjukkan tidak sahnya sesuatu 

yang dilarang. Pernikahan yang sesuai dengan syarat tidak dinamakan 

pernikahan yang dilarang. 

Kelompok yang lain, berpegang dengan keumuman firman Allah 

ta‟ala: 
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رهَ   حَتَّّٰ تَ نْكِحَ زَوْجًا غَي ْ

Artinya: Hingga kawin dengan suami yang lain.”(Qs. Al Baqarah 

(2):230)
49

 

 

Ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam ayat ini Tuhan 

menjelaskan bahwa sesudah jatuh thalak tiga kali,suami tidak boleh ruju‟ 

lagi kepada bekas isteri, sebelum si bekas isteri itu bersuami lelaki lain 

dengan nikah yang sah dan telah di-dukhul (bersetubuh). Sesudah 

diceraikan oleh suami yang kedua, berulah terbuka pintu bagi suami 

pertama untuk ruju‟ dengan pernikahan baru.
50

 

Ini juga disebut sebagai orang yang menikah. Dan mereka 

mengatakan bahwa pengharaman nikah dengan maksud menghalalkan 

(tahlil) bukan berarti menunjukkan bahwa tidak adanya maksud tersebut 

merupakan syarat sahnya pernikahan. Sebagaimana larangan shalat 

dirumah hasil rampasan bukan berarti bahwa termasuk syarat sahnya 

shalat adalah sahnya kepemilikan tempat atau izin dari memilikinya dalam 

hal itu.  

Mereka mengatakan jika larangan menunjukkan tidak sahnya akad 

nikah, maka lebih pantas untuk tidak menunjukkan batalnya nikah untuk 

menjaadi halal. 

Hanya saja Imam Malik tidak mempertimbangkan maksud si 

wanita, karena jika laki laki tersebut tidak menyetujui wanita tersebut akan 

maksudnya, maka maksud wanita tersebut tidak ada artinya, padahal 

thalak tidak berada ditanganya. 
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Mereka berbeda pendapat: apakah pernikahan bisa menghapus 

thalak yang kurang dari tiga: 

a. Abu Hanifah mengatakan bisa menghapus  

b. Malik dan Syafi‟i mengatakan tidak bisa  mengahpus (maksudnya, jika 

seorang wanita menikah sebelum thalak yang ketiga dengan selain 

suami pertama, kemudian suami pertama menikah lagi denganya 

apakah menghitung thalak pertama atau tidak? Ulama yang 

berpendapat bahwa thalak yang ketiga ini dikhususkan dengan syari‟at, 

mereka mengatakan thalak yang kurang dari tiga tidak bisa dihapus 

pada dirinya. Dan ulama yang berpendapat bahwa jika yang ketiga bisa 

dihapus, maka lebih pantas thalak yang kurang dari itu bisa dihapus, 

mereka mengatakan, thalak yang kurang dari dua bisa dihapus. 

Wallahu a‟lam).
51

 

Thalak ba‟in, yaitu thalak yang putus secara penuh dalam arti tidak 

memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah 

baru, thalak ba‟in inilah yang tepat untuk disebut dengan putusnya 

perkawinan.
52

 

Thalak ba‟in terbagi dua, yaitu thalak ba‟in sugro dan thalak ba‟in 

kubro. Adapun thalak ba‟in sugro adalah thalak yang dijatuhkan oleh 

seorang suami terhadap isterinya yang mana dengan itu ia tidak dapat 

kembali lagi. Kecuali melalui akad dan mahar yang baru, sebagaimana 

dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili sebagai berikut; 
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“Yaitu thalak yang mana laki laki itu tidak dapat kembali mengikat 

tali perkawinan kepada wanita yang dithalaknya itu, kecuali dengan 

akad dan mahar yang baru, thalak tersebut terjadi sebelum 

disetubuhi atau atas harta atau sindiran menurut Ulama Hanafiyyah 

atau yang diputuskan oleh hakim yang bukan karena tidak memberi 

nafkah atau dengan sebab ila‟ “
53

 

 

Akibat hukum dari thalak ba‟in sugro adalah:
54

 

a. Suami tidak boleh ruju‟ kepada isterinya, kecuali dengan akad dan 

mahar yang baru. 

b. Bilangan thalak yang dimiliki suami berkurang  

c. Mahar itu halal disebabkan kepada dua faktor, yaitu kematian dan 

thalak 

d. Tidak saling mewarisi antara suami dan isteri apabila meninggal sala 

satu dari keduanya. Karena thalak ba‟in itu mengakhiri ikatan 

perkawinan. 

Adapun yang dimaksud dengan thalak Ba‟in kubro adalah thalak tiga 

atau thalak yang ketiga, yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada 

isterinya, yang mana suami tersebut tidak dapat kembali lagi sebelum 

isterinya itu menikah terlebih dahulu dengan laki laki lain, melakukan 

hubungan intim dalam artian yang sebenarnya dan telah pula di ceraikan 

oleh suaminya yang baru itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Wahbah az-Zuhailiy sebagai berikut:
55

 

“Yaitu thalak yang mana laki laki tersebut tidak dapat mengikat tali 

perkawinan dengan wanita yang di thalaknya itu, kecuali setelah ia 
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menikah dengan laki laki lain sebagai nikah yang benar dan telah 

melakukan hubungan intim dalam artian yang hakiki kemudian laki 

laki itu menceraikan wanita tersebut atau ia mati dan telah habis 

pula masa iddahnya. Hal itu terjadi setelah dijatuhkan thalak tiga.”. 

 

Adapun akibat hukum dari thalak ba‟in kubra menurut ulama fikih 

adalah terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami isteri setelah thalak 

di jatuhkan. Suami tidak memiliki hak thalak lagi dan diantara keduanya 

tidak saling mewarisi meskipun dalam masa iddah. 

Thalak ditinjau dari segi waktu dijatuhkan thalak itu, maka dibagi 

menjadi tiga macam yaitu:
56

 

b. Thalak Sunni, yaitu thalak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan 

sunnah. 

c. Thalak Bid‟i, yaitu thalak yang dijatuhkan tidak sesuai atau 

bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat syarat 

thalak Sunni. 

d. Thalak la sunni wala bid‟i,yaitu thalak yang tidak termasuk kategori 

thalak sunni dan tidak pula termasuk thalak bid‟i 

 

 

C. Syarat Dan Rukun Ruju’ 

1. Hak ruju‟ 

Ruju‟ adalah hak suami selama masa idah, karena tidak seorang 

pun yang dapat menghapus hak ruju‟. Imam Asy Syafi‟i mengatakan 

bahwa ruju‟ menjadi hak laki laki bukan hak perempuan, sehingga bila ada 

seorang laki laki berkata sedang isterinya dalam masa iddah  “ saya tekah 
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merujukimu hari ini atau besok atau sebelumnya”, lalu wanita maka yang 

diterima adalah perkataan laki laki.
57

 

Hak meruju‟ bekas suami terhadap bekas isterinya yang dithalak 

raj‟i diatur berdasarkan firman Allah Subahana Wata‟ala, dalam surah Al 

Baqarah (2) ayat 228: 

 ا اِصْلََحًاۗ  وَبُ عُوْلتَُ هُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّىِنَّ فِْ ذٰلِكَ اِنْ ارَاَدُوْ  

Artinya: Dan suami suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti 

itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah
58

 

 

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa ruju‟ merupakan 

hak mutlak suami, sehingga isteri yang dalam masa iddah  tidak berhak 

mencegah suami dalam ruju‟ dan bagi isteri tidak ada uang/benda 

pengganti (iwadh) dalam ruju‟, karena wanita itu adalah menjadi hak laki 

laki dan tidak ada bagi wanita hak atas laki laki dan tidak ada urusan bagi 

wanita pada sesuatu yang menjadi hak laki laki terhadap wanita. Sedang 

terhadap isteri yang telah selesai masa iddah, maka bagi laki laki tidak ada 

hak ruju‟ atas wanita. 

2. Syarat dan rukun ruju‟ 

Rukun dan persyaratan ruju‟ merupakan elemen yang harus 

terpenuhi untuk melaksanakan tindakan ruju‟ tersebut. Diantara rukun dan 

persyaratan ruju‟ tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Sighat atau lafaz, terdiri dari dua jenis yaitu: 

1) Sighat yang jelas (sharih), seperti dikatakan.” Saya kembali kepada 

isteri saya” atau “ Saya meruju‟ padamu” 
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2) Melalui sindiran (kinayah) seperti “saya pegang engkau “ atau “ 

Saya kawin engkau” dan sejenisnya, yang artinya menggunakan 

kalimat yang bisa berlaku untuk ruju‟ atau hal lainya. Disyariatkan 

bahwa ucapan tersebut tidak boleh digantungkan, misalnya” aku 

meruju‟ selama sebulan”
59

 

b. Isteri yang di ruju‟, dan syarat syarat sahnya ruju‟ bagi perempuan 

yang di ruju‟ adalah sebagai berikut: 

1) Perempuan tersebut adalah isteri sah dari laki laki yang 

meruju‟. Tidak diperbolehkan meruju‟ perempuan tidak 

isterinya. 

2) Isteri yang spesifik, jika seorang suami menceraikan 

beberapa isterinya, lalu ia meruju‟ sala satu dari mereka 

tanpa menetukan siapa yang diruju‟nya, maka ruju‟ tersebut 

tidak sah. 

3) Thalaknya harus merupakan thalak yang dapat di ruju‟ 

kembali( thalak raj‟i 

4) Ruju‟ tersebut terjadi saat isteri masih dalam masa iddah 

thalak raj‟i.  jika masa iddah telah berakhir, maka hubungan 

tersebut terputus dan isteri tidak boleh lagi di ruju‟ 

c. Ruju‟ ini dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri (bukan karena 

paksaaan), dan suami pun telah menikahi isterinya secara sah Para 
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ulama mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai rukun dan 

syarat syarat ruju‟ tersebut: 

1) Hanafiyah : Imam Abu Hanifah mengajarkan bahwa satu satunya 

yang menjadi rukun dalam ruju‟ adalah sighat, sementara 

kehadiran isteri dan suami keduanya tidak dianggap esensial dalam 

rukun tersebut, sementara itu ada beberapa syarat untuk melakukan 

ruju‟ yaitu: 

a) Harus berasal thalak raj‟i 

b) Tidak disyaratkan hak pilih dalam ruju‟ 

c) Tidak dikaitkan dengan waktu
60

 

Menurut Abu Hanifah kematangan pemikiran („aqil) dan 

kedewasaan (baligh) bukan lah syarat untuk terjadinya ruju‟, 

karena ruju‟ hanya dapat dilakukan setelah terjadinya perceraian 

raj‟i dari pernikahan yang sah. Perceraian dan ruju‟ tidak diakui 

bagi anak kecil (shabi) atau orang yang mengalami gangguan 

mental. Selain itu batalnya pernikahan (fasid) tidak sama dengan 

perceraian atau ruju‟. Oleh karena itu, rekonsiliasi hanya berkaitan 

dengan ucapan dan tindakan tertentu.
61

 

2) Malikiyah: Ulama Malikiyah menginginkan bahwa seorang yang 

melakukan ruju‟ harus memenuhi dua persyaratan, yaitu 

kematangan dan keberadaan akal yang sehat. Anak di bawah umur 

tidak dapat menyelesaikan masalah perceraian mereka sendiri 
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karena menceraikan anak dibawah umur dianggap sebagai tindakan 

yang dilarang, begitu juga ruju‟ tidak memiliki manfaat bagi 

seseorang yang telah mengalami gangguan mental. Menurut 

pandangan Malikiyah, menurut padangan ulama Malikiyah suami 

yang meruju‟ disyaratkan dua hal: 

a) harus baligh. Tidak sah ruju‟ yang dilakukan oleh suami masih 

kecil atau rujuk yang dilakukan walinya, sebab thalak yang 

dijatuhkan suami yang masih kecil tidak bersifat lazim. 

b) harus berakal. Tidak sah ruju‟ yang dilakukan orang gila. 

Orang mabuk disamakan seperti orang gila dalam hal ini. Bila 

isteri meruju‟ suami yang tengah mabuk, hukum ruju‟nya tidak 

sah. 

Dan untuk isteri yang diruju‟ disyaratkan tiga hal: 

a) terthalak bukan thalak ba'in. Thalak ba'in adalah thalak tiga, 

thalak satu dengan kompensasi, thalak satu dengan niat thalak 

ba'in, thalak berdasarkan putusan hakim terhadap suami karena 

adanya afb, pembangkangan, tindakan yang membahayakan, 

suami hilang dalam waktu lama, salah satu dari suami atau 

isteri masuk Islam, isteri sudah tidak lagi berstatus budak 

(sudah merdeka), kecuali bila hakim memutuskan karena faktor 

ila', thalak karena ila' adalah thalak raj'i. Demikian pula bila 

hakim memutuskan thalak bagi suami karena tidak mampu 

memberi nafkah, thalak yang dijatuhkan berupa thalak raj'i dan 
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suami berhak meruju‟ kembali di masa iddah isteri. Seperti itu 

juga dengan suami kaya namun berada di tempat yang jauh 

yang tidak memungkinkan isteri untuk bertemu, sementara si 

suami tidak memiliki harta di tempat isteri berada. Bila hakim 

menjatuhkan thalak kemudian suami datang saat isteri berada di 

masa iddah, suami berhak meruju‟nya. Ketika isteri dithalak 

bukan thalak ba'in, şuami berhak meruju‟nya meski tanpa 

kerelaannya. 

b) berada dalam masa iddah pernikahan yang sah. Bila berada 

dalam masa iddah pernikahan yang tidak sah, seperti misalnya 

seorang lelaki menikahi wanita kelima dan menyetubuhinya, 

pernikahannya tidak sah, langsung dibatalkan seketika setelah 

isteri dicampuri, si wanita wajib menunggu masa iddah, suami 

tidak boleh meruju‟nya di masa itu. Seperti itu juga bila 

seseorang menikahi dua wanita bersaudara, meski wanita yang 

pertama meninggal dunia atau dithalak, sebab pernikahannya 

tidak sah, maka ruju‟nya tidak sah pula. 

c) suami mencampuri dan menyetubuhi isteri secara halal. Bila 

seorang lelaki menikahi wanita kemudian dicampuri saat haid, 

atau dicampuri ketika isteri tengah berihram dan tidak 

mencampuri sebelum maupun setelahnya, setelah itu suami 

menjatuhkan thalak raj'i, saat itu ia tidak boleh meruju‟nya, 

sebab hubungan seks yang diharamkan tidak ada nilainya 
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dalam pandangan syariat. Sesuatu yang tidak ada menurut 

syariat sama seperti sesuatu yang tidak ada secara nyata. 

Seolah-olah ia menjatuhkan thalak sebelum isterinya 

dicampuri, isterinya terthalak ba'in darinya, sehingga ia tidak 

memiliki hak untuk meruju‟. 

Namun, jika ruju‟ dilakukan tanpa disertai niat, maka ruju‟ 

tersebut dianggap batal secara hukum, dan dilarang melakukan 

hubungan badan. Pelarangan ini tidak berakibat pada denda atau 

bentuk sedekah lainnya. Selanjutnya, jika hubungan badan 

tersebut menghasilkan anak, maka garis keturunan anak tersebut 

akan mengikuti suami yang melakukan ruju‟.
62

 

3) Syafi‟iyah: Ulama Syafi‟i menyatakan bahwa pelaku ruju‟ adalah 

suami itu sendiri atau seseorang yang diberi kekuasaan untuk 

mewakilinya, atau bahkan wali isteri, orang yang terlibat dalam 

ruju‟, baik itu suami,wakilnya,atau wali isteri, harus memilih akal 

yang sehat, menurut pandangan Imam Asy Syafi‟i, ada empat 

rukun ruju‟ yaitu:  

a) Adanya suami atau wakilnya  

b) Isteri yang telah pernah dicampuri  

c) Mengucapkan kata kata ruju‟, seperti” aku merujukimu pada 

hari ini” atau “Telah kembali diruju‟ isteriku yang bernama ... 

pada hari ini” dan sebagainya. 
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d) Ruju‟ dilakukan pada konteks thalak raj‟i
63

 

4) Hanabilah: Ulama Hanabilah menyatakan bahwa ruju‟ hanya 

terjadi melalui Percampuran, jika terjadi percampuran, maka ruju‟ 

dianggap terjadi, meskipun sang suami tidak memiliki niat untuk 

meruju‟,
64

 syarat bagi suami yang melakukan ruju‟ adalah 

memiliki akal sehat („aqil). Sedangkan bagi isteri disyaratkan 

bahwa dia adalah isteri dari akad nikah yang sah. Dalam hal sighat 

(ucapan), menurut Hambali,terdapat dua jenis, yaitu: lafaz (ucapan) 

dan tindakan. Lafaz tersebut harus jelas, seperti “ aku kembali 

padamu”, sedangkan tindakan yang dimaksud adalah bersetubuh. 

Dengan demikian, dihalalkan bagi suami yang menjatuhkan tala‟ 

raj‟i (dalam masa iddah) untuk menyetubuhi isterinya, sehingga 

dalam hal tersebut suami dianggap telah melakukan ruju‟ kepada 

isterinya walaupun tanpa disertai niat. Namun, jika tindakan selain 

bersetubuh seperti mencium, memegang, atau melihat kemaluan 

isteri dilakukan, hal tersebut tidak dianggap sebagai ruju‟, 

meskipun dilakukan dengan syahwat. 

Masalah ruju‟ tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 

maupun PP. No. 9 Tahun 1975, Ruju‟ diatur dalam kompilasi Hukum 

Islam
65

 yang berbunyi: 

Pasal 163 berbunyi: 
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(1) Seorang suami dapat meruju‟ isterinya yang dalam masa iddah. 

(2) Ruju‟ dapat dilakukan dalam hal hal: 

a) Putusnya perkawinan karena thalak, kecuali thalak yang telah jatuh 

tiga kali atau thalak yang dijatuhkan qobla al-dkhul 

b) Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan 

alasan atau alasan alasan selain zina dan khulu‟. 

Pasal 164 berbunyi: 

Seorang wanita dalam iddah thalak raj‟i berhak mengajukan keberatan 

atas kehendak ruju‟ dari bekas suaminya di hadapan pegawai pencatat 

nikah disaksikan oleh dua orang saksi  

Pasal 165 berbunyi: 

Ruju‟ yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri, dapat 

dinyatakan tidak sah dengan putusan pengadilan agama. 

Pasal 166 berbunyi: 

Ruju‟ harus dapat dibuktikan dengan kutipan pendaftaran ruju‟ dan 

bila buktu tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan 

lagi, dapat dimintakkan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya 

semula. 

Bagian Kedua Tata Cara Ruju‟: 

Pasal 167 berbunyi: 

(1) Suami yang hendak meruju‟ isterinya datang bersama sama isterinya 

ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah  

yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa 
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penetapan tentang terjadinya thalak dan surat keterangan lain yang 

diperlukan 

(2) Ruju‟ dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan pegawai pencatat 

nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah. 

(3) Pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah 

memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan meruju‟ itu 

memenuhi syarat meruju‟ menurut hukum munakahat, apakah ruju‟ 

yang akan dilakukan itu masih dalam iddah thalak raj‟i , apakah 

perempuan yang akan diruju‟ itu adalah isterinya. 

(4) Setelah itu suami mengucapkan ruju‟nya dan masing masing yang 

bersangkutan beserta saksi saksi menandatangani buku pendaftaran 

ruju‟ 

(5) Setelah ruju‟ itu dilaksanakan, pegawai pencatat nikah atau pembantu 

pegawai pencatat nikah menasihati suami isteri tentang tentang hukum 

hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan ruju‟ 

Pasal 168 berbunyi: 

(1) Dalam hal ruju‟ dilakukan dihadapan pembantu pegawai pencatat 

nikah daftar ruju‟ dibuat rangkap dua, diisi dan ditandatangani oleh 

masing masing yang bersangkutan beserta saksi saksi, sehelai dikirim 

kepada pegawai pencatat nikah yang di wilayahnya, disertai surat surat 

yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran ruju‟ dan yang 

lain disimpan 

(2) pegawai pencatat nikah dilakukan selambat selambatnya 15 belas hari 

sesudah ruju‟ dilakukan  
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(3) apabila lembar pertama dari daftar ruju‟ itu hilang, maka pembantu 

pegawai pencatat nikah membuatkan salinan daftar lembar kedua, 

dengan berita acara tentang sebab sebab hilangnya 

Pasal 169 berbunyi: 

(1) Pegawai pencatat nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya 

ruju‟ dan mengirimkanya kepada Pengadilan Agama di tempat 

berlangsungnya thalak yang bersangkutan, dan kepada suami isteri 

masing masing diberikan kutipan buku pendaftaran ruju‟ menurut 

contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama. 

(2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku 

pendaftaran ruju‟ tersebut datang ke Pengadilan Agama ditempatkan 

berlangsungnya thalak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan 

akta nikah masing masing yang bersangkutan setelah tersedia pada 

kutipan akta nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah ruju‟ 

(3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya ruju‟ tanggal 

ruju‟ diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan buku pendaftaran ruju‟ 

dan tanda tangan panitera. 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Untuk membandingkan dengan penelitian lain sekaligus untuk melihat 

posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut: 

1. Agus Suroso, pada tahun 2018 yang menulis skripsi tentang ruju‟ dalam 

pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam, penelitian ini 

menjelaskan tentang perbedaan konsep ruju‟ menurut wahbah az-Zuhaili 



 

 

 

45 

dan kompilasi hukum Islam seperti persetujuan, kesaksian dan 

pemberitahuan.
66

 

2. Mar‟atus sholihah, pada tahun 2008 yang menulis skripsi tentang, Tata 

cara ruju‟ menurut imam Asy Syafi‟I dan Imam Malik serta relevansinya 

di Indonesia penelitian menjelaskan perbedaan tata cara ruju‟ menurut 

Imam Asy Syafi‟i dan Imam malik, dimana menurut Imam Asy Syafi‟i 

ruju‟ dikatakan sah dengan perkataan dan menurut  Imam Malik  dikatakan 

sah hanya dengan perkataan dan perbuatan yang disertai dengan niat.
67

 

3. Muhammad Adam bin Lotfi, pada tahun 2017 yang menulis skripsi 

tentang, Persyaratan ruju‟ bil fi‟li (Analisis pendapat Imam Malik), hasil 

penelitian ini Dari hasil penelitian Mazhab Maliki berpendapat ruju‟ boleh 

(sah) dilakukan melalui perbuatan yang disertai niat untuk ruju‟. Akan 

tetapi apabila suami mencampuri isterinya tersebut tanpa niat ruju‟, maka 

wanita tersebut tidak bisa kembali (menjadi isterinya) kepadanya.
68

 

4. Arifin Abdullah dan Delia Ulfa, pada tahun 2019 yang menulis skripsi 

tentang, Kedudukan izin ruju‟ suami dalam masa iddah ( analisis 

perspektif hukum Islam), hasil penelitian ini menurut hukum Islam, 

kedudukan izin ruju‟ suami dalam masa iddah tidak dijelaskan secara 

tegas. Ulama fikih menetapkan ruju‟ sebagai hak prerogatif suami yang 

tidak membutuhan izin dan persetujuan isteri. Suami dapat meruju‟ isteri 
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kapan pun. Izin isteri dalam ruju‟ suami dalam peraturan perundang 

undangan tidak menyalahi hukum islam.
69

 

 

5. Moh. Najib Syaf, pada tahun 2024 yang menulis skripsi ini tentang, Studi 

komparasi konsep ruju‟ menurut imam mazhab dan kompilasi hukum 

Islam, hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan pendapat diantara imam 

mazhab terkait konsep ruju‟. Pendapat imam Asy-Syafi‟i dianggap paling 

relevan dengan konteks indonesia karena mewajibkan adanya saksi dalam 

proses ruju‟
70

 

6. Faizutul Mubarokah, pada tahun 2023 yang menulis skripsi ini tentang, 

persyaratan adanya surat perjanjian tidak ruju‟ pada isteri bagi suami 

yang hendak menikahi wanita lain perspektif maslahah (studi kasus di 

KUA KEC. Ngasem Kediri), hasil penelitian ini menunjukkan prosedur 

yang harus dilakukan suami ketika hendak menikahi wanita lain saat isteri 

masih masa iddah pasca perceraian. Untuk menikah kedua kalinya dengan 

pasangan yang berbeda pasca bercerai yakni harus memenuhi beberapa 

persyaratan yaitu pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen, 

pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatat nikah, penyerahan 

buku nikah. 

7. Rina Risky Nasution, pada tahun 2018 yang menulis skripsi ini tentang, 

persetujuan isteri tentang ruju‟ dalam kompilasi hukum Islam ditinjau dari 
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perspektif fatwa Imam Syafi‟i,hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 

dasarnya perbedaan ketetapan Fatwa Imam Syafi‟i dan Kompilasi Hukum 

Islam tentang proses pelaksanaan ruju‟ perlu atau tidaknya izin isteri tidak 

terlepas dari dalil-dalil dan perkembangan hukum yang ditentukan oleh 

peralihan zaman dan keadaan. Beralihnya suatu hukum asal yang 

disebabkan oleh peralihan waktu atau tempat, bukan berarti hukum 

tersebut hilang atau tidak benar. 

8. Novita Susanti, pada tahun 2017 yang menulis skripsi ini tentang, tata 

cara ruju‟ thalak raj‟i menurut Kompilasi Hukum Islam ( studi di desa 

Tarapung Raya Kec. Muara Batang Toru), hasil penelitian ini 

menunjukkan Tata cara ruju‟ thalak raj‟i berdasarkan Kompilasi Hukum 

Islam harus di daftarkan terlebih dahulu ke Pegawai Pencatat Nikah, 

kemudian ditanyakan persetujuan dari isteri dan dihadirkan dua orang 

saksi. Pelaksanaan ruju‟ thalak raj‟i yang dilakukan sebagian masyarakat 

belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam karena tidak didaftarkan ke 

Pegawai Pencatat Nikah dan tidak ditanyakan persetujuan dari isteri 

terlebih dahulu
71

 

9. Ahmad Anwar Musyafa, pada tahun 2017 yang menulis skripsi ini tentang, 

ruju‟ tanpa persetujuan isteri( analisis pendapat Khatib Syarbani dalam 

kitab Al Iqna‟), hasil penelitian ini bahwa, perujukan yang dimaksudkan 

oleh Khatib Syarbani merupakan perbuatan untuk menjalin kembali 

hubungan rumah tangga yang sempat goyah akibat jatuhnya thalak dari 

suami kepada isteri. Dalam konteks ini, Khatib Syarbani menyatakan 
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bahwa suami memiliki hak penuh untuk meruju‟ selama isteri masih 

mempunai masa iddah, yang walau jika isteri atau wali tidak setuju maka 

hukum ruju‟ tersebut tetap sah. Dasarnya adalah Khatib Syarbani 

menjadikan satu dalil al-Qur‟an sebagai landasan fundamental tentang 

bolehnya ruju‟ tanpa persetujuan isteri. Namun Pendapat Khatib Syarbani 

yang demikian, jika dibenturkan dengan hukum di Indonesia, maka 

merupakan perihal yang terbilang tidak relevan.
72

 

10. Purnama Ida Sari Siregar, pada tahun 2018 yang menulis skripsi ini 

tentang, analisis terhadap penyelesaian kasus ruju‟ di luar Pengadilan 

pada pasangan suami isteri menurut Imam Mazhab  Syafi‟I dan KHI, hasil 

penelitian ini menunjukkan Pendapatnya Imam Syafi‟i dalam hal ini 

berpendapat bahwa ruju‟ itu harus dengan ucapan yang jelas bagi orang 

yang dapat mengucapkannya dan tidak sah jika hanya perbuatan, 

sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 ayat 4 yaitu setelah 

itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan 

beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran ruju‟. Penyebab 

terjadinya ruju‟ diluar pengadilan ini karena ada beberapa faktor dalam 

masyarakat melakukan ruju‟ diluar pengadilan yaitu karena faktor 

ekonomi, sudah menjadi suatu kebiasaan atau adat.
73
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini ditinjau berdasarkan tempat menelitinya termasuk dalam 

kategori penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan 

di pustaka dan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah atau 

lainnya. Penulis berusaha mencari data dari berbagai literatur yang 

berhubungan dengan subjek yang diteliti, baik melalui perpustakaan, ataupun 

tempat lainnya.
74

 

 

B. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu jenis data yang lebih 

menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap suatu permasalahan 

dibandingkan dengan mencari generalisasi. Data kualitatif disajikan dalam 

bentuk kata-kata atau deskripsi verbal, bukan berupa angka atau statistik.
75

 

 

C. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif karena sumber data 

dan hasil yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan (library research) 

disajikan dalam bentuk deskripsi verbal. Moleong menyebutkan sebelas 

karakteristik utama dari penelitian kualitatif, yaitu: berfokus pada kondisi 

alami, manusia berperan sebagai instrumen, penggunaan metode kualitatif, 
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analisis data dilakukan secara induktif, teori yang dibangun berasal dari 

grounded theory (teori yang disusun berdasarkan data), data disajikan secara 

deskriptif (berupa kata-kata, gambar, bukan angka), lebih menekankan pada 

proses daripada hasil, fokus penelitian memiliki batasan tertentu, terdapat 

kriteria khusus untuk memvalidasi data, desain penelitian bersifat fleksibel 

dan berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan, serta hasil penelitian 

disepakati bersama antara peneliti dan sumber data.
76

 Pada dasarnya, 

pendekatan penelitian kualitatif dalam studi kepustakaan serupa dengan 

penelitian kualitatif pada umumnya. Perbedaannya terletak pada sumber data 

atau informasi yang digunakan sebagai bahan penelitian. 

 

D. Subyek dan Obyek Penelitian 

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan (library 

research), dengan buku atau literatur sebagai subjek utama. Fokus kajiannya 

adalah karya-karya yang memuat pemikiran Wahbah az-Zuhaili, sementara 

objek penelitiannya berkaitan dengan ketentuan atau syarat yang harus 

dipenuhi oleh seorang suami dalam melakukan ruju‟ 

 

E. Sumber Data 

Dalam mengumpulkan data, penulis memanfaatkan sumber data 

primer dan sekunder. 
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1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang dihimpun langsung oleh 

penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji. Dalam hal ini, sumber 

utama yang digunakan adalah kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya 

Wahbah az-Zuhaili. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data primer dan 

diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini dapat berasal dari pihak yang 

sama dengan pengumpul data primer maupun dari sumber lain, dengan 

tujuan memperkuat landasan teori dalam penelitian. Sumber-sumber 

tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, 

dan referensi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, 

penulis menggunakan berbagai buku dan jurnal yang relevan dengan 

pembahasan mengenai syarat bagi suami yang melakukan rujuk, di 

antaranya Bidayah al-Mujtahid karya Ibnu Rusyd, al-Umm karya Imam 

Syafi‟i, al-Mughni karya Ibnu Qudamah, al-Fiqh al-Sunnah karya Sayyid 

Sabiq, serta literatur dan jurnal lainnya yang mendukung tema skripsi. 

 

F. Teknik  Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang ditempuh peneliti 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan 

penelitian
77

. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode studi pustaka 
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dengan cara membaca dan menelaah kitab-kitab yang memiliki keterkaitan 

dengan topik yang dikaji. Selain itu, penulis juga menggunakan metode 

dokumentasi, yaitu dengan menghimpun berbagai buku, jurnal, dan artikel 

yang relevan dengan fokus penelitian. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik  Analisis data adalah proses untuk merubah data hasil dari 

sebuah proses penelitian menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk 

mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan.
78

. Teknik analisis data adalah 

langkah penting yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam 

suatu penelitian, dengan tujuan memperoleh kesimpulan yang tepat. Dalam 

penelitian ini, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan 

mengeksplorasi dan menguraikan data yang telah dikumpulkan secara teoritis, 

kemudian ditarik kesimpulan melalui pendekatan kualitatif. Adapun tahapan-

tahapan yang ditempuh oleh penulis dalam proses analisis data adalah sebagai 

berikut: 

1. Reduksi data (Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. 

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya.
79

 

2. Penyajian Data (display) 
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Penyajian data Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam 

bentuk penjabaran singkat. Penyajiannya bersifat naratif, yaitu berupa teks 

yang menjelaskan hasil analisis peneliti terkait kajian pemahaman tentang 

syarat bagi suami yang ingin melakukan ruju‟ menurut pandangan 

Wahbah az-Zuhailiy. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclution Drawing atau Verification) 

Penarikan kesimpulan adalah usaha mencari atau memahami 

makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab, akibat, atau penarikan 

kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan 

metode berfikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa 

yang konkrit, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan studi 

pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang syarat bagi suami yang ingin 

melakukan ruju‟ dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, maka dari 

pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pemikiran Wahba az-Zuhailiy tentang syarat bagi suami yang melakukan 

ruju‟ didalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu yaitu baik itu ucapan 

yang sharih (jelas) atau kinayah(sindiran) dan perbuatan harus disertai 

dengan niat, karena kalau tidak disertai dengan niat maka ruju‟nya tidak 

sah. 

2. Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhailiy, di 

dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu menggunakan prinsip Raf‟ul 

al-Haraj wa Tahqiqi al-Taysir yaitu menghilangkan kesulitan dan 

memberikan kemudahan dalam pelaksanaan syariat. Hal ini tercermin 

ketika Wahbah az-Zuhailiy menjelaskan syarat bagi suami yang 

melakukan ruju‟  yaitu, memberikan kemudahan bagi sala satu pihak baik 

itu suami maupun isteri untuk melakukan ruju‟, syarat ruju‟ baik itu 

ucapan maupun perbuatan harus disertai dengan niat untuk memberikan 

ruang kepada suami supanya memikirkan dan melakukan ruju‟ dengan 

lebih hati hati sesuai dengan syariat islam. 
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B. Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian, saran yang ingin disampaikan 

setelah dilakukan penelitian adalah: 

1. Penulis menyarankan bahwasanya apabila terdapat permasalahan seperti 

apa yang telah penulis cantumkan dalam skripsi ini di dalam kehidupan 

sehari-hari semoga dapat memudahkan masyarakat dalam menentukan 

syarat bagi suami yang melakukan ruju‟. 

2. Penulis juga berharap agar masyarakat di luar sana juga mengetahui 

bagaimana metode istinbath hukum yang dilakukan oleh Wahbah al-

Zuhailiy dalam menetapkan hukum syarat bagi suami yang melakukan 

ruju‟ 
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